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MENTERI NEGARA 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN 
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DJl.N MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 06/Per/M.KUKM/1/2007 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

Menimban9 a. bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah
(UJKS), telah mulai tumbuh dan berkembang di
masyarakat, dan telah mengambil bagian penting
dalam memberdayakan usaha mikro untuk
pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja;

b. bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu diclorong dan
dikembangkan pemerintah, salah satunya adalah
melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan
Usaha Mikro (P3KUM), sebagai perkuatan 
permodalan KJKS/UJKS dari Pemerintah, 
Kementerian Negara Koperasi dan, Usaha Kecil dan 
Menengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk
Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;
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NOMOR : 06/Per/M.KUKM/1/2007 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN 
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa perkembangan l<operasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah
(UJKS), telah mulai tumbuh dan berkembang di
masyarakat, dan telah mencambil bagian penting
dalam memberdayakan usaha mikro untuk
pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja;

b. bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan
dikembangkan pemerintah, salah satunya adalah
melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan
Usaha Mikrc, (P3KUM), sebagai perkuatan 
permodalan KJKS/UJKS dari Pemerintah, 
Kementerian Negara· Koperasi dan, Usaha Kecil dan 
Menengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk
Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;
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Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3502);

2. Undang-Undang RefJublik Indonesia Nomor 9 Tahun
1995 l3ntang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611 );

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004'Nomor 5, Tambapan Lembaran

.• Negara Republik Nomor: 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

0. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah! . .!n 1995 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

7. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3743);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Ncmor : 4502);
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9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 72
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nornor 42 Tahun 2002 Tentang Pedornan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 62
Tahun 200!:, tentartg Perubahan atas Peraturan
Presiden Nornor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Kernenterian Negara Republik
Indonesia;

11. lntruksi Presiden Nornor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan lklirn lnvestasi;

12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan MP-nengah Republik Indonesia Nornor
70/Kep/M.KUKM/1/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagairnana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nornor :
19.2/Per/M.KUKMNlll/2006;

13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nornor
:11/KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak
Jangka Menengah Pengernbangan Usa:ha Kecil dan
Menengah (RT JM-UKM);

14. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia Nornor 
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nornor : 12/PMK.06/2005 tenta;.g Pe:.da:.aan Kredit
Usaha Mikro dan Kecil;

16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil
dan Menengah Nornor 19.4/Per/M.KUKMNlll/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga
P¢ngelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN 
USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PROGRAM PE MBIA YAAN PRODUKTIF 
KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA 
SYARIAH 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro· (P3KUM)
Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian
kegiatan Pemerintah, yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan

, Koperasi Jasa Keuangar. Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha miKro anggota koperasi dengan 
menggunakan dana bergulir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan 
dan memperluas kesempatan kerja. 

2. Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS adalah program
pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui
Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS atau
koperasi yang menjalankan sistem syariah yang digulirkan kepada usaha
mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi
pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga
keuangan syariah.

3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga
Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi
yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

4. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS, adalah
Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang , pembiayaan,
lnvestasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
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5. Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS, adalah unit
koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan
simpanan dengan pola i.,agi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan
koperasi yang bersangkutan.

6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang selanjutn.ya disebut .LPDB-KUMKM, merupakan unit
organisfisi no_n eselon di bidang pembfayaan yang berada dibawah dan
bertanggung jaWab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan .Menteri Negara Koperasi dan Usah2 Kecil dan
Menengah Nomor: 19.4/Per/M.KUKMNlll/2006.

7. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau
kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota,
koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima
pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan _yang diterima kepada
pihak koperasi sesuai akad disertai derigan pembayaran __ .sejumlah bagi
hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau
penggunaan dana µembiayaan tersebut.

8. Pembiayaan _Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha
, dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan

modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau 
anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan 
usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai 
dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung o!eh pemilik 
modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. 

9. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha
antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik
modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan
usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil
sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara
proposional sesuai dengan kontribusi modal.

10. Fiutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjuaian barang
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati pihak penjual (kopeiasi) dan pembeli (anggota, calon anggota,
koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli
tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai
jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin
keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.
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11. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik
Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha
yang dikerjasamakan.

12. Marjin adalah keuntungan usaha yang diperoleh Koperasi atas hasil
transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.

13. Sisa Hasil Usaha KJKS/UJKS adalah pendapatan koperasi yang diperoleh
dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban
lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

14. Pembagian Keuntungan Dana Bergulir Syariah adalah pemb::igian
proporsi bagi hasii antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS Peserta
Program.

15. D:ma Bergulir Syariah, selanjutnya disingkat DBS, adalah dana
Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam beniuk
pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk
memenuhi kebutuhan anggotanya· yang bergerak di berbagai usaha
produktif menurut prinsip syariah, dan selanjutnya digulirkan kepada
KJKS/UJKS lainnya, yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam
peraturan ini.

16., Penyalihan dana bergulir syariah adalah pemindahan dana bergulir dari 
KJKS/UJKS peserta program kepada KJKS/UJKS lainnya yang memenuhi 
syarat. 

17. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama
KJKS/UJKS Peserta Program pada bank pelaksana yang digunakan untuk
menampung pengembalian angsuran pokok DBS yang akan dialihkan dan
dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru.

18. Cadangan Penghapusan Piutang yang selanjutnya disebut CPP adalah
cadangan yang wajib dibentuk o!eh masing-masing KJKS/UJKS yang
disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS/UJKS untuk menanggung
resiko atas pembiayaan yang bermasalah.

19. Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarak�t serta
wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang
diindikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah
tersebut maupun dalam bldang sosial yang diindikasikan dari kondisi
kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah
lain dalam skala nasional.
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20. Daerah Bencana adalah daerah yang terkena becana alam yang
disebabkan oleh peristiwa alam di luar dugaan dan daya kemampuan
manusia, yang menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan
kehidupan.

21. Peran strategis KJKS/UJKS adalah peran KJKS/UJKS dalam
memberdayakan pengusaha mikro anggotanya yang berdampak pada
penyerapan tenaga kerja, penyediaa·n produksi barang/jasa dan
penumbuhan sektor riil.

22. Kelayakan usaha KJKS/UJKS adalah analisa usaha yang didasarkan atas
penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana
pengelolaan DBS.

23. Pengusaha mikro adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat
sebagai usaha mikro.

24. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.

25. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.

26. -Oir.as/Badan y:::,g membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D1 yang
selanjutnva disebut Dinas/Badan Provinsi/DI adalah Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelaksanaan program di Provinsi/DI.

27. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan
Kerja Pemerintah Da":'rah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan
program di Kabupaten/Kota.

28. Bank Pelaksar.a adalah Bank yang ditatapkan oleh Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir
Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Naskah Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Kementerian
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

29. Tenaga Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Bank
Pelaksana untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi usaha
KJKS/UJKS.
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Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 2 

Tujuan Program adalah 

a. rnemberdayakan usaha rnikro melalui perkuatan perrnodalan KJKS/UJKS;

b. meningkatkan kernarnpuan sumber daya rnanusia dalarn bidang
manajernen usaha dan pengelolaan keuangan;

c. rnernperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS dalarn rnendukung upaya
perluasan kesernpatan kerja dan pengentasan kemiskinar..

Bagian Ketiga 
Sasaran 

Pasal3 

Sasaran Program adalah : 

a. tersalurnya DBS dalarn rangka perkuatan perrnodalan kepada 1 (satu)
' KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang mernenuhi persyaratan.

b. tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang rnernenuhi
syarat untuk menerirna pembiayaan.

c. terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki
usaha produktif.

d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan
kemampuan manajemen usaha;

e. terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan
perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka
pengembangan usaha mikro.

f. terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana
bergulir yang rnenjamin sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran,
pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan
pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
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BAB II 
PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM 

Bagian Kesatu 
Persyaratan KJKS/UJKS 

Pasal 4 

KJKS/UJKS calon peserta program, wajib · memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 

a. KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan
melampirkan fotocopy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh
pemerintah;

b. Koperasi primer Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha
Jasa Keuangan Syariah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari
kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus
sebagai pengusaha mikro dan tercatat dalam Buku Daftar Anggota koperasi
yang bersangkutan.

d. , belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil clan Menengah; 

e. telah melaksanakan Rapa! Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali
pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih
dari 1 (satu) tahun;

f. mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang
dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, Keragaan Usaha
KJKS/UJKS, Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir bagi
koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dan Laporan
Keuangan Koperasi 3 (tiga) bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi
belum 1 (satu) tahun.

Pasal5 

Menteri dapat menetapkan KJKS/UJKS yang belum memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai peserta DBS, pada daerah 
tertinggal, atau di daerah yang terkena bencana alam atau KJKS/UJKS yang_ 
dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu. 
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Bagian Kedua 
Persyaratan Pengusaha Mikro 

Pasal 6 

Pengusaha mikro calon peserta program Di3S dari KJKS/UJKS wajib memenuhi 
syarat sebagai berikut : 

a. telah terdaftar sebagai anggota koperasi;

b. mempunyai usaha produktif;

c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS yang
bersangkutan;

d. mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS sesuai
kebutuhan;

e. mendapat persetujuan dari pengurus KJKS/Pengelola UJKS.

BAB Ill 

SELEKSI DAN PENETAPAN KJKS/UJKS 
GALON PESERTA PROGRAM 

Pasal 7 

Seleksi dan penetapan terhadap KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota Galon 
Peserta Program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota
memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi
program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor
Dinas/Badan Kabupaten/Kota;

....
. 

b. KJKS/UJKS calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan
melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan
usaha koperasi disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud da!am
pasal 4 huruf f ;

c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota
melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KJKS/UJKS calon
peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada
lampiran 1 Peraturan ini; "
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d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota
menetapkan hasil seleksi KJKS/UJKS yang memenuhi syarat sebagai
peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 Peraturan ini ;

e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota
menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KJKS/UJKS calon
peserta program kepada Pemerintah E'rovinsi/DI melalui Dinas/Badan
Provinsi/DI;

f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan
pengecekan/verifikasi atas KJKS/UJKS yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota mela!ui Dinas/Badan Kabupaten/Kota 
sebagaimana contoh pada lampiran 3 Peraturan ini; 

g. Pemerintah Provinsi/01 melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menetapkan
KJKS/UJKS berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
f untuk disampaikan kepada Menteri melalui Deputi, sebagaimana contoh
pada lampiran 4 Peraturan ini;

h. KJKS/UJKS calon peserta program sebagaimana dimaksud pada furuf g
ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit
nama dan alamat KJKS/UJKS, nomor dan tanggal keputusan pengesahan
akte pendirian K.JKS/UJKS, tahun anggaran dan jumlah dana yang di
alokasikan.

BABIV . 
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN 

DANA BERGUi.lR SYARIAH 

Bagian Kesatu 
Status Dana Bergulir Syariah 

Pasal8 

(1) Pembiayaan P3KUM Pola Syariah bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara - Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.

(2) DBS yang diberikan dari P3KUM Pola Syariah merupakan dana perkuatan
p�rmodalan bagi KJKS/UJKS yang dibukukan oleh KJKS/UJKS sebagai
kewajlban pembiayaan jangka panjang KJKS/UJKS selama 10 (sepuluh)
tahun.
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah 

Pasal9 

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS/UJKS yang telah ditetapkan sebagai 
peserta program. diatur sebagai beri)<ut : 

a. KJKS/UJKS yang ditetapkan sebagai peserta program wajib 
menandatangani naskah perjanjian dengan Kantor Cabang Bank 
Pelaksana DBS dengan berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama 
antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana; 

b. KJKS/UJKS sebagaimana pada huruf a wajib membuka 2 (du3) rekening
escrow penampungan DBS di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk
atas nama KJKS/UJKS antara lain:

1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung
transfer DBS;

2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30%
(tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP.
Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran
angsuran bagi hasii.

c. Kedua rekening pada butir b tersebut di atas, atas nama :

1) KJKS diwakili oleh

2) UJKS diwakili oleh

Ketua dan Bendahara KJKS 

Ketua dan Bend1:>hara UJKS serta Manajer 
UJKS 

d. Pengurus KJKS/UJKS peserta program mengajukan usulan pencairan dana
bergul!r syariah kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
ivienengah dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu

1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KJKS/UJKS peserta
program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian
Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)
Deputi Bidang Pembiayaan, dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.

2) Serita acara penarikan dana oleh pengurus KJKS/UJKS peserta
program yahg diketahui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan
UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebaSjaimana
contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
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3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KJKS,
serta Ketua, Bendahara dan Manajer UJKS bagi UJKS, yang diketahui
oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi
Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada Lampiran 7 peraturan ini

4) Data Kelembagaan yang terdiri dari :

a) Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan Pemerintah

b) Profil Koperasi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh
pada Lampiran 8 peraturan ini, yang memuat :

i. data kelembagaan yang memuat nama koperasi, nomor dan
tanggal badan hukum, alamat, susunan pengurus, susunan
pengawas, manajer, jumlah karyawan, jumlah anggota, jumlah
calon anggota, RAT tahun terakhir.

ii. data keuangan yang memuat kas, simpanan di bank, pembiayaan
musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan qord,
pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharab.=i_h, pembiayaan
qordhul hasan, parnbiayaan DBS, pembiayaan !ain-lain, aktiva
tetap, dana-dana, simpanan pihak ketiga, modal sendiri, pinjaman
modal dari luar, omzet/total volume usaha, pembiayaan macet,
pembiayaan kurang lancar, pendapatan operasional, beban/biaya
operasional, sisa bagi hasil bersih.

5) Rencana penyaluran dana bergulir syariah dari KJKS/UJKS kepada
anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota · yang akan 
memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang 
bersangkutan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 
pada Lampiran 9 peraturan ini 

6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Dinas/Badnn yang
membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota atas hasil seleksi
peserta program yang diusulkan melalui Dinas/Badan yang 
membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, dengan menggunakan 
formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 10 peraturan ini 

7) Surat kuasa dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Bank
pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penarnpungan
dana bergulir syariah guna diali'1kan kepada KJKS/UJKS iainnya
apabila ternyata KJKS/UJ°KS peserta tidak dapat memenuhi kewajiban
sebagai penerima dana bergulir syariah berdasarkan Keputusan
Deputi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada
Lampiran 11 peraturan ini
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8) Fotocopy 2 (dua) rekening atas nama KJKS/UJKS peserta program
pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk yang
berisi nomor rekening KJKS/UJKS pada Bank Pe!aksana yang terdiri
dari:
a) Rekening escrow Penerimaan DBS;
b) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil;

9) Surat Pernyataan bersedia dilakuk<;1n Pengawasan / Aud:! oieh Auditor
lndependen yang dltunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM atau
oleh Koperasi Jasa Audit, dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada Lampiran 12 peraturan ini

10) Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas
Koperasi dalam penggunaan dana, dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada Lampiran 13 peraturan ini.

11) Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana,
dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran
14 peraturan ini

12) Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pelaksana untuk
Pencairan DBS, dengan menggunakan formulir sebaga!mana contoh
pada Lampiran 15 peraturan ini

e. Atas dasar usulan kebutuhan dari KJKS/UJKS, Dinas/Badan
Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Provinsi mengajukan usulan
pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian
Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi.
Selanjutnya P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapah administrasi
dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan
kepada KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (SPM).

f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian
Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi
dari masing-masing KJKS/UJKS. Selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji
dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat
Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan
Perbendaharaan Negara (KPPN) ;;etempat .,esuai prosedur yang diatur
dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen
Keuangan Republik Indonesia.
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g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer)
dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KJKS/UJKS
pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, da!am jumlah
yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana
bergulir syariah KJKS/UJKS.

Bagian Ketiga 
Penyaluran Dana Bergulir Syariah 

Pasal 10 

Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan 
dasar aqad mudharabah, antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS yang 
bersangkutan. 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah 

Fasal 11 

KJKS/UJKS peserta program mengajukan pencairan DBS dari rekening 
penampungan yang ada di Bank Pelaksana dapat dilakukan secara bertahap 
dengan melampirkan: 

1) Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 16 Peraturan ini.

2) Daftar anggota KJKS/UJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing
anggota yang mangajukan DBS;

3) Fotocopy identitas anggota KJKS/UJKS sebagai pemohon pinjaman antara
lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat lzin Mengemudi (SIM), dan
Kartu Anggota KJKS/UJKS;

4) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian pengesahan
koperasi yang dilegalisir pejabat Dinas/Badan Kabupaten/Kota;

5) Menandatangani akad mudharabah · antara bank pelaksana dengan
KJKS/UJKS;

6) tanda terima uang oleh KJKS/UJKS dari bank pelaksana.
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Pasal 12 

(1) Seluruh DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS dipergunakan untuk
pembiayaan usaha produktif anggotanya.

(2) Penyaluran Pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota KJKS/UJKS
sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan
KJKS/UJKS, paling banyak sebesar Rp. A.000.000.� (empat juta rupiah)
per anggota.

(3) Jangka waktu pembiayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan
dari sumber DBS, paling lama diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun,
dengan ketentuan bahwa jenis pembiayaan, ni:;bah dan atau marjin
ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS/UJKS yang
bersangkutan.

(4) KJKS/UJKS yang menerima progmm DBS membuat pernyataan
kesanggupan untuk mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut
kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sesuai
ketentuan. · y 

·"(5) Pengelolaa� DBS oleh. KJKS/UJKS dibukukan dalam nomor pe,rkiraan
khusus dalam satu neraca tersendiri, dan pencatatannya iidak digabung 
dengan pembukuan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan. 

Bagian Kelima 
Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah 

Pasal13 

(1) Bagi hasil dan atau marjin bagi KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan
berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada
anggotanya.

(2) Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah
dikurangi pajal<· dan biaya paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari
total pendapatan program.

(3) Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagal berikut .

a. Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi antara bank
pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40%
(empat puluh perseratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh
perseratus) untuk KJKS/UJKS.
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b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana sebagaimana dimaksud
huruf a, didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut :

1) 10% (sepuluh perseratus) untuk cadangan penghapusan
piutang.

2) 30% (tiga puluh perseratus) untuk administrasi, pengawasan dan
pembinaan KJKS/UJKS oleh Ban,k Pelaksana.

c. Perhitrmgan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf a
dilakukan oleh para pihak setiap bulan terhitung sejak KJKS/UJKS
mencairkan DBS dari Bank Pelaksana.

(4) CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditampung pada
rekening penampungan bagi hasil bank pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b.

(5) Penggunaan CPP diatur sebagai berikut:

a. dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk
menutup pembiayaan beresiko Akibat macetnya pembiayaan dari
KJKS/UJKS yang bersangkutan;

b. Jika CPP tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka
dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kepada KJKS/UJKS
yang bersangkutan.

c. Pengurus KJKS/UJKS mengajukan kepada Bank Pelaksana untuk
pencairan dana cadangan penghapusan piutang dalam hal
KJKS/UJKS yang bersangkutan mengalami kerugian yang diakibatkan
bukan faktor kesengajaan.

BABV 
PENGEMBALIAN, PENGALIHAN, DAN PENYALURAN 

DANA BERGULIR SYARIAH BARU 

Bagian Kesatu 
Pengembalian Dana Bergulir Syariah 

Pasal14 

(1) Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS ke dalam rekening
dana penampungan pada bank pelaksana ditentukan dalam jangka waKtu
paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana masuk ke rekening
KJKS/UJKS di bank pelaksana.
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(2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS/UJKS
kedalam rekening penampungan angsuran pokok yang bersangkutan pada
Bank Pelaksana paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari
jumlah DBS yang diterimanya.

(3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangsur oleh KJKS/UJKS setelah berakhifnya masa tenggang waktu tiga
bulan sejak penc.:iiran pertama.

(4) KJKS/UJKS dinyatakan bebas dari kewajiban mengangsur ketika
KJKS/UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh angsuran pokok dan
kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua 
Pengalihan Dana Bergulir Syariah 

Pasal15 

(1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan
dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila KJKS/UJKS·peserta program
yang bersangkutan mengundurkan diri.

(2) 'Dalam hal terjadi penarikan dan pengaiihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh
DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.

(3) DBS yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung
dalam Rekening Pengembalian DBS.

(4) Pengalihan DBS kepada KJKS/UJKS peseria program lainnya ditetapkan
berdasarkan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

(5) Deputi menetapkan Keputusan Pengaliha:, DBS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui
Dina/Badan· Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerir.tah Provinsi/DI melalui
Dinas/Badan Provinsi/DI.

(6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimasud pada ayat (5) hanya dapat
dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
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(1) 

(2) 

Bagian Ketiga 
PengaUhan Pengelolaan Dana Bergulir Syariah 

Kepada LPDB-KUMKM 

Pasal16 

Pengalihan pengelolaan DBS yang berasal dari rekening pengembalian 
DBS kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keput..;san Menteri; 

Ketentuan mengenai pengelolaan DBS oleh LPDB-KUMKM diatur dengan 
Peraturan Direktur LPDB-KUMKM. 

BABVI 
BANK PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Penetapan Bank Pelaksana 

Pasal17 

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan 
UKM yang kewenangan, hak dan kewajib�nnya diatur dalam naskah perjanjian 

' 

kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank 
Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank 
Pelaksana yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Tugas Bank Pelaksana 

Pasal18 

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. memfasilitasi KJKS/UJKS dalam membuka 2 (dua) jenis rekening escrow
atas permintaan KJKS/UJKS, yaitu:

1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung
transfer DBS;

?.) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% 
(tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP. 
Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran 
angsuran bagi hasil; 

b. memfasilitasi LPDB-KUMKM dalam membuka Rekening Pengembalian
DBS, untuk menampung angsuran pokok DBS.
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c. membukukan DBS yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) setempat langsung ke rekening DBS setiap KJKS/UJKS
penerima DBS, yang jumlah nominalnya sesuai dengan Keputusan Deputi
tentang Penetapan Peserta Program;

d. menyalurkan DBS sesuai dengan permintaan pencairan dari KJKS/UJKS
yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan
pengurus yang menarik dana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dan daftar usulan
kebutuhan anggota;

e. merr:bantu terlaksananya pengalihan dan pengelolaan DBS sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16;

f. mengadministrasikan angsuran dari KJKS/UjKS penerima dana program,
sesuai dengan standar operasi yang ada;

g. melakukan pembinaan yang meliputi konsultasi manajemen dan asistensi
laporan pengelolaan KJKS/UJKS, melakukan pemantauan dan
pengawasan alas pemanfaatan dana oleh KJKS/UJKS secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (salu) kali setiap bulan setelah melaksanakan
penyaluran DBS berkoordinasi dengan Dinas yang mernbidarigi Koperasi
dan UKM;.

h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan
kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupalen/Kola mengenai realisasi
penyaluran D88 kepada KJKS/UJKS selambal-lambalnya 2 (dua) minggu
setelah pelaksanaan penyaluran DBS, dan selanjulnya melaporkan secara
berkala perkembangan penyaluran DBS setiap tiga bu!an;

i. menunjuk pelugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pendampingan terhadap KJKS/UJKS peserta program. DBS dan membual
daftar kunjungan alas pelaksanaan kegialan;

·,· 

Bagian Ketiga 
Tanggung Jawab Bank Pelaksana 

Pasal 19 

Bank Pelaksana mempunyai langgung jawab sebagai berikul 

a. · bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasan
�esuai dengan spesifikasi lugas yang telah diletapkan dalam kelentuan ini;

19 



KE
MEN

KO
P-

UK
M

b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada
bank-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari
dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah) maupun dana yang berasal dari
pembayaran angsuran pokok dan CPP;

c. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring
yang dilakukannya.

Bagian Keempat 
Wewenang Bank Pelaksana 

Pasal20 

Bank Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut : 

a. meneliti, memeriksa dan mernberikan penilaian atas kelengkapan dokumen
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 · pada saat KJKS/UJKS
melakukan proses pencairan dana dari bank pelaksana kepada
KJKS/UJKS;

b. mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS penerima DBS, terutama
' berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS;

c. mengalihkan DBS pada KJKS/UJKS lainnya sesuai Keputusan Menteri.

BAB VII 
PENDAMPINGAN 

Bagian Kesatu 
Penetapan Tenaga Pendamplng 

Pasal21 

(1) Tenaga Pendamping diangkat dan diberhentikan oleh Bank Pelaksana.

(2) Tenaga pendampir:g mempertanggungjawabk:::n pe!al�sanaan tugasnya
kepada Bank Pelaksana.
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Bagian Kedua 
Tugas Tenaga Pendamping 

Pasai22 

Tenaga pendamping mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melakukan pendampingan kepada KJKS/UJKS minimal 1 (satu) bulan
sekali.

b. melakukan pembinaan, konsultasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan
evaluasi terhadap administrasi pengelolaan DBS KJKS/UJKS binaannya.

c. melaporkan hasil tugas pendampingan kepada Bank Pelaksana dan
Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan tembusan Dinas/Badan Provinsi/DI
setiap bulan.

BAS 'JIii 
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM 

Bagian Kesatu 
Organisasi Peiaksana 

Pasal23 

Organisai pelaksana program terdiri dari 

a. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. Dinas/Badan Provinsi/DI;

c. Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

(1) 

(2) 

Pasal24 

Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan 
merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan 
pelakscmaan program; melaksanakan monitoring dan eva!uasi; memantau 
peiaksanaan tugas Bank Pelaksana; menampung dan menindak lanjuti 
pengaduan dari rnasyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan 
pelaksanaan kebijakan dan strategi program; 

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud ayat (1), Menteri dapat 
rnembentuk Kelornpok Kerja DBS Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan 
beranggotakan unsur-unsur dl lingkungan Kernenterian Negara Koperasi 
dan UKM dan lnstansi yang terkait. 
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Pasal 25 

(1) Pemerintah Provinsi/01 melalui Dinas/Badan Provinsi/01 bertugas:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah
masing-masing;

b. melaksanakan sosialisasi, konsultasi• pelaksanaan program di wilayah
masing-masing;

c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap hasil seleksi yang
telah ditetapkan dan diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi
dan UKM Kaburiaten/Kota;

d. mengesahkan daftar usulan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta
program hasil seleksi yang dilakukan Dinas/Badan Kabupaten/Kola
untuk kemudian disampaikan kepada Pusat;

e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran
DBS;

f. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;

g. melaksanakan pemantauan kelancaran proses penyaluran DBS
kepada KJKS/UJKS maupun kepada anggota-anggotanya;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian alas
pelaksanaan program serta melaporkan kepada Kelompok Kerja DBS
Pusat melalui Deputi;

i. melakukan verifikasi dan mengidentifikasi daftar nama-nama
KJKS/UJKS calon peserta program DBS baru;

j. melakukan pemantauan pelaksanaan pengalihan DBS dan
penyaluran DBS Baru;

k. menghimpun dan mengolah laporan kegiatan pelaksanaan program
dan perkembangan DBS untuk disampaikan kepada Gubernur dengan
tembusan kep:,da Menter! melalui De.puti.

I. meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program
yang meliputi peningkatan kualitas SOM, penyiapan manual dan
sistem beserta penyadiaan anggarannya.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur
dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Provinsi/DI, yang dipimpin oleh
Kepala Dinas Provinsi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Dinas
Provinsi dan lnstansi terkait.

Pasal26 

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas�Badan Kabupaten/Kota bertugas:

a. melaksanakan Sosialisasi Program di wilayah kerja masing-masing;

b. mengidentifikasi KJKS/UJKS calon peserta program;

c. melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS/UJKS;

d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KJKS/UJKS calon
peserta program, dengan Surat Keputusan Dinas yang membidangi
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;

e. menyampaikan hasil seleksi kope_rasi di Dinas/Badan Kabupaten/Kota
yang bersangkutan kepada Kelompok· Kerja DBS Provinsi/DI untlik
mendapatkan pE3ngesahan dari Dinas/Badan Provinsi/DI;

f. membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan
KJKS/UJKS terpilih serta dengan Bank Pelaksana setempat;

g. menerima dan meneliti keiengkapan administrasi permohonan
pencairan DBS dari KJKS/UJKS peserta program;

h. melaksanakan dan memantau pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang
menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS/UJKS lain;

i. melaksanakan dan memantau penyaluran DBS Baru;

j. menampung dan menindakianjuti pengaduan dari masyarakat;

k. melaksanakan monitoring, evaluc1si dan pengendalian atas
pelaksanaan program;

I. melapor'"an kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS
setiap triwu:an kepada Dinas/Badan Provinsi/DI, dengan tembusan
kepada Menteri melalui Deputi;

m. meningkatkan "kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program
yang meliputi peningkatan kualitas SOM, penyiapan manual dan
sistem beserta penyediaan anggarannya
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Kabupaten/Kota,
yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas
Kabupaten/Kota dan lnstansi terkait.

BABIX 
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM 

Bagian Kesatu 
Monitoring dan Evaluasi 

P3sal27 

Monit_oring dan evaluasi terhadap perkembangan program dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 

a. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada
Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Di:-:as/Badan Provinsi/DI
dan Kabupaten/Kot� paling lama 1 (satu).mingg� setelah dana dari KPPN
masuk ke dalarri"rekening penampt.ingan DBS. . .

.. ,." 
. . -.: 

b. KJKS/UJKS -peserta program wajib melaporRan kepada Bank Pelaksana
dengan tembusan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui !Jinas/Badan

, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan 
0rovinsi/DI tentang perkembangan pengelolaan DBS setiap bulan, triwulan 
dan tahunan. 

c. Bank Pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan
penyaluran dan pemanfaatan DBS kepada Menteri melalui Deputi;

d. Dinas/Badan Kabupaten/kota menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan program secara berkala kepada Menteri melalui Deputi
mengenai:

1) Realisasi penyaluran DBS;

2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan pe:rmodalan KJKS/UJKS
Peserta Program;

3) Hasil evaluasi kinerja KjKS/UJKS Peserta Program yang dilaporkan
oleh Bank Pelaksana;

4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah
Perjanjian Kerjasama _antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM
dengan Bank Pelaksana;

5) Perkembangan pelaksanaan Program.

24 



KE
MEN

KO
P-

UK
M

e. Dinas/Badan Provinsi/OI mengkoordinasikan pelasanaan monitoring dan
evaluasi program serta melaporkan kepada Menteri melalui Deputi;

Bagian Kedua 
Pengendalian 

Pasal28 

(1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya
pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan
program.

(2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Dinas/Badan Provinsi/OI dan
Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka
pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS
peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SOM, penyiapan
manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

(3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap
penyimpangan program mela_lui:

(1) 

a. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan
pembatalan sebagai peserta program DBS kepada KJKS/UJKS
peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana
dlmaksud dalam pasal 27 huruf a dan b;

b. menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan
pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak
memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27
huruf c.

c. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang
dilakukan oleh pengurus dan atau pengelc!a KJKS/UJKS peserta
program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang ber!aku.

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal29 

Dengan berlakunya peraturan ini maka : 

a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan . UKM Nomor
138/Kep/M.KUKMIX/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan
KSP/USP Koperasi Pola Syairah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil
dan Mikro;
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b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk
Pemberdayaan Usaha Mikro dan;

c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 
10/Per/M.KUKMNl/2006 tentang Petunjuk Te:rnis Prngram 
Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Syariah. 

dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan pembiayaan
produktif (P3KUM) pola syariah sebeium berlakunya peraturan ini wajib
memenuhi persyaratan dan tatacara pemanfaatan dan pengembalian
DBS yang diatur dalam peraturan ini

BABXI 

PENUTUP 

Pasal30 

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Jakarta 
29 

26 

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Januari 2007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn 
NIP. 19721204 200112 1 001
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Lampiran 1 Peraturan Menteri Neg,,a Koperasi dan Usaha Kecil dan 
!Aenengah Republik Indonesia
Nomor 06/Per/M.KUKM/I12007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produklif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

TATA CARA PENILAIAN KJKS/UJt<S 
GALON PESERTA PROGRAM PEMSIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN 

USAHA iVIIKRO (P3KUM) POLA SY ARIAH TAHUN 2007 

A. Petunjuk Pengisian

1. Koiom 3 (Nilai)

2. Kolom 4 (Bobo!)

3. Kolom 5 (Skor)

B. Cara Perhitungan

Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan 
melingkari salah satu dari jawaban yang 
tersedia (1,2,3.4) 

Menunjukan bobot dari masing-masing unsur 
yang dinilai. yang diukur dalam bentuk 
presentase. 
Merupakan Hasil Perkalian dari kolom 3 (nilai 
yang dipilih untuk unsur tertenlu) dengan kolom 
4 (bobot unluk unsur tertentu) 

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi,
Keragaan Usaha, Kepemilikan Sarana dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir)
memiliki nilai maksimum.

2. Skor maksimum masing-masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot) adalah
sebagai berikut :
I. Kelembagaan 140 
11. Kelengkapan Orgar.:sasi 180 
111. Koc,ragaan Usaha '100 
IV. Kepemilika.i Usaha 80 
V. Rencana penggunaan dana 200 

3. Cara Menghitung Skor :
Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yc:ng dinilai)

C. Rekomendasi untuk menjadi Peserta Program

1. Total Skor kurang dari 500 atau kur:::ng dari 500: "TIDAK DIREKOMENDASI"

2. Total di alas 500 s/d 800, Keputusan : "DIREKOMENDASI"

3. Total Skor diatas 800 s/d 1.000, keputusan: "SANGAT DIREKOMENDASI"

Catalan: 
Apabila dari calon peserta tidak metnenuhi skor di alas 500 atau direkornendasi, maka calon 
peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (ranking) : 

- 1 -
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PERHITUNGAN PENILAIAN KJKS/UJKS PESERTA P3KUM
POLA SYARIAH TAHUN 2007 

No. Unsur yang Dinilai 
1 2 

_ . 2. ]�iniiiijijgg�f?_ia�g_ai<i";i merripunyai. 
" --··-· _ ... Usahaproduktif.: ....
.. ---· .. .. ,t._> _101) '.J�<'mg __ . 

b: > 75 s!_d1()() o�a�g 
c, > 5Os/� 75. <:>rang 

f----+---'d. 25-50 orang .... 

>----+-J_. �J.2ng)<auan ---------·-·····

a. Provinsi --- ------------·---
b .. Ka bu paten .. ·­
c. Kecarn,itan - ---- --- ... --· ··-·••- .. ---
d. Desa 

f----+-- -------·------
4. Presentase anggota yang terlayani (jurnlah .. -·. ·-·

1----1----'Anggota dilay}mi: total.angg-0ta) .. 

Nilai 

3 

4 . ··--·--·•--·-
3 
2 
1 

4 ··-· ·--------·---
3 . -- ----- --- ---·-- ..
2 
1 

4 

Babat 
4 

10 

10 

5 

.. - --------------- •.... --.
3 
2 
1 

5 

Skar 
(3 X 4} 

5 

a. > 80% 4 
._ _ __,_ -·-=--=cc---·····---······------------·-·· ----------· -····-·- ------f---'--+ - ·------------ --·-····----

b. > 70% s/d 80% 3 ··----------�----1-
c. > 60% s/d 70% 2 

>----+------ ·•--·--·-···--------·-- ----t---�f---

d. ,;; 60 % 1 
-c--'····-···-·-·-·-·-·· ·-··-·-··-···--···--1----/---·--f----l

5. Pelaksa,,aan RAT 5 ··--·········-·-·------·--·-+------c- - ···-··· ··t-----1
a. 6 Kali atau lebih RAT 5 ------- ------- ----·-·-----·---·-··----+-----t----b. 3 s/d 5 kali RAT 4 >-----+--------------··--· ----------- ··--·--·--·-·---···--f-----l------�-----<
c. 2' s/d 4 kali RAT 3 >----+·--·· ----·····---·-----------············-· -- -· ·••· -··· ·-·-·-t----11-

d. 1 Kali RAT --=-

e. 1 Kali RA 
2 ----.. ··--·�·-·---·f--=--f----1--------i 

··- .. ··- -·- ·---· -•-----····-· --- - - - --
II KELENGKAPAN ORGANISASI DAN SOM f-----t----··-----·---

>-----+--1_._A_turan Kelembagaan . ·
-·· ·-

·
··· 

,---a--· a .. Memilki AD dan ART_ ... ·-- ··-
1----1--.�· M-,.rri��!_A[) saJ? ... 

5 
.... -·•--.4.._.

2 
···· ····--···-· ·--··--····-·f----+-�c-- 1-----;

f----+2 .. Tertib Administrasi danKeuangan ... ········- .... -··· ·---·-··. 10 
a. Neraca, Laporan SHU/Laba•Rugi, Arus Kas, 4 

,--- -····· ... _ Foriofolio �mbiay?an. dan .c3tatan. adrninistrasi. 
b. Neraca, Laporan SHU/Laba•Rugi, dan catatan 

administrasi ...•......•..... ,. , · ······- .... ·········--
c. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, Arus Ka�

Fortofolio pembiayaan. dan catatan .administrasi 

3 

2 

d. Cata tan ad minis trasi dan12em=bu�k"u-=a�n"s�e-"d-=e'-'rh""c:�:-:�::i_4 __ 1'---+--

- 2 -
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Unsur yang Dinilai Nilai Bobot 
(�:0;1 ·

-,
.1
-· --+----------

2
----------+--

3
--l---

4
----1-..1,:'..�

5
::L._J

3. Memiliki Kelengkapan SOP (Prosedur Simpanan,
Pembiayaan, Administrasi & Keuangan dan catatan
administrasi
a. Memilki keempat-empatnya dan atau ditambah

prosedur lai.n
, ___ J. --·�' .�1t,r:,1i�!<.i.bc1nx<1tiga je_ni!, �Of" .... ·-··· ...... . 

c. Memiliki hanya satu atau dua jenis SOP -······ .. . . .
d. Tidak memiliki sama sekali

. . 
----- - ----- -

····- ---- -- ··-·-· -··· . ..... ·-··· .. . 

4. Kualifikasi f'.i,�iJ_f,7.c1r:iJ.M anajer
--· · ... a. §1_ . . 

b. 03 

4 

3 ·------- - - -
2 
1 

4 
3 

10 

10 

,._ __ ..1-_c:::·c_:S:.:L:.:T..:.A-'--- ---··-········· .. .... ·--····· ..•. ·····-······· ·· .•...• ,___2_ • ·-··-· -· '-----
,._ __ _,__d:::... Sl,_TP_ -···· .. ........... . 1 

1----J----· · ····•······ ··-·······.. ..... ··········. . .. ········· 
1--__ ..i..,5c:.·..:.K::,u,,..a.lifikasi SOM. di. bawah Pimpinan/Manajer .• . .. -.. ...•............. 10 .............. . 
1------1 ... a .. Umumnxa 03 ataudiatasnya ......••......... ····-··- .... .:!-........ -····· . 
, . .. .  . ...... b ... Umumnya 01, SLTA atau dibawahny1, ····-····· ······ -.. 2 ..• _ ... . 
-·---- -- - .... • •' ••·- .... - - - --- . 

Ill KERAGAAN USAHA ... --- •·-·-· -- - -- -·--· -•-·· _____ .. 
1----..J....1'-' ... '.:J ,umlah Modal §!".'!.cllr.Ly§11g dimiliki :········-········-····- ---·· 5 
1----..J....-'a,::. > 60 Juta .... .......•......•.....• ·····- .. --.... ,___4 __ ,_ •.. -·- ··'----
,._ __ _,____,b. > 40 sid_�.9. J_u_ta_·-·-·. ···········-· 1----=3'---l••·····-······<-------< 
,._ __ ..1-__:cc. > 25 s/d 40 Juta . . -···· ·--·····- -+---=2'--l·············· 1-----.j 

d. samoai dengan 25 Juta. ······---·----· ·-•1---'-1 _ _, ... ·---1----­
<---<.?. ._ J=sati() Moc!§I ::_:;en_cJ.irJ.U fvlodal !-_u.ar 

a. > 150 %1---·•--
1----_j__--"b"-. ...:> 100% s/d 150%

5 
4 
3 

,__ __ _j__c,c: . ._ > 75% s/d 10.0% ................ ·--·········-···-----· _ ... ?. .... "·--··-·•·•1------j
1-----l--"-'c ... � 75°�. ·--·····-· .. 1 
,._ .-...1..-----------·----------+---·1----l-----1 

3. Rasia Laba terhad2p asset: {Rata.rata Laba uulanan 1 0
Tahun berialan x 12�/ Rata-rata Asset) x100% _· __ _,_ __ _,_ ___ .1-__ __, 

a. > 1 ,5 % <---.--L_..=_....:.,.::_::..._ __ _ 4 
b. > 1 ,0 % s/d 1,5 % 

,._ __ _j__c,::._> 0,5 % s/d 1,0 %
1-----'·······c;·.sampai dengan 0,5 ....

. .. ---------··--·----+-·---+--

4. Rasia BOPO (Biaya Operasonal Terhadap
,._ __ ..1-_..:.P..::eccnc=d-=ac.oa=tan Operasional) ···--­

a. < 80 % 
1--__ _j___ b: < 90 % s/d 89_'3/.o. 

c. < 100 % s/d 90 %
1--__ _j___c, . .  >= 100.% •.... -•..... 

10 

1----1-'5::.C ... rv1.emilki"R.en:c.c1r1c1.Ke.ri<! �a.n A.�ggaran :fab.�ri__ar, •.. 1 0 --···· ---------< 
.. a. .. Ya - --· ···-····· ·-··, ... ··-·· .. ___ _ 
b. Tidak 1---..1--: 

4 ·-·--1----'--•I-·-···-- ·----1
2··--··--···'--------·-----+--"---1---·1---·--1

. 3 . 

NO.
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Nb. Unsur yang Dinilai NHai Bobot SKor
/3 X 4) 

5 
1-,---1::---+-------

2 3 4 
___________ 6. __ Pendekatan_ Pelayanan pinjaman /Pembiayaan 

a. Seh,iruhny11 de_nga�pende�.ilc1f.1_k��'!.1P.9.f�-=
·

b.- _ S�bagian_besar dengan_pendekatan P:-rorc1n_gan
c. Sebagian besar denga n pendekatan perorangan
_d0_ -�e-�.:igian .i?.��'.,_de_ngan_p�1_1dek_atan_ri_e_r9r.:ing_.:in

10 l-----1-.. --- -----·- 1-----1
4 

-- · ·  .. -· ··----· . 

3 
2 
1 

• •--• -- ••-• -• • •••-••• • •• •• •-•• •••••-••n• """" • • -••·••-•--• •• •- •••- -•••••• -• l..-•••••• -- •- •••-•••-- ---•- -•-•-

l--�.-z.: _13;cisis usaha ___ anggot_<cJ_ya_r:ig dila_yani ____________________ ----· _______________ 1 D ___ -------1 
a. Umumnya usaha produksi 4 -
-b-:- Drnu-nya �Saha, perdig"angan danjas·a� ... . ... -� .... 

3. Turn()_ve_r (V:ol�ine Penjualall (:) MS (+)_ML)
a. >2 Kali

------·-·- ........ ······· . ..... ... ·····-. ---·-··- .... ··--·-··-·---
b. >1,5 s/d 2 kali

-----------· 

20 

_________ c._> 1 s/(j 1,5 ka:i _________ ____________ _ _ _,__ -�----- ----------.-------1 
'---------'---·d=. _'."_1__ka_li --------------------------------1----+--

'----. 9. Pinjama'n/Pe.mbiaY<3an L.ancar ·t __ --- . ---- --- -· .. --· _:.==-•·_·-__ ·:i2:�:_·-,_-_-___ --_---_--_---_,-
a. > 95 % -----�-
b. > 85 % s/d 95 %

4 -·- ·- --· ---- . --

3 
2 
1 

- - .
-1----'---I- --+------' 

IV �ELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 
- ----

·i. Lokasi kantor 5
l,_ __ _J_.:.,___==::..: ::.:=----------· ----··-- ----· ------------1----1------------' 

a. Oekat pusat kegiatan ekonomi (Sentra usaha, 4 
--·-- ri_.:isar dll) -------·------ ______________________________ .. ________ -·•------' __ ___ _ __________ 

b. Pemukiman 2 
-

2. St°atus Keoemilikan -K--an_t_o_r --- ----- ------------ -------..... --
5 

a. Milik Sendiri -----------
-

-+--4--i----=----
-

+-
---'

'---'------------'-'---------.. - ---------1----+-------,f--------l 
b. SewaiKontrat;

'--------l------------------------->---------f-----1---

1------l-'3"'.'--'-'K"-el.-"e'-'ngkapan sarana kantor 
a. Lengkap (sekurang-kurangnys memilki kursi-meja, 4 

'--------L----- Bran kas, lemari a rs i P, .. 1<'.0m puter d_::.accn=k a=cl'-'-ku"--'1-=a'--'to"--r __ __, ___ -+----__,_ _____, 

b. Kurang Lengkap __ ___ ____ ..... _ .. 2 

4. Sarana transportasi (,:c:s.:::epr::;e::cd:.:a:..:m=o.:.:lo::.rlL.... _______ 1----+--5'----+
-

---
a. Lengkap (sekurang-kurangnya memilki kursi-meja, 4 

Brankas, lemari arsiJ:J, .. Komputer dan kalkulator ---·· 1-----I- ___ ,_ ___ _, 
1-----1------"b::. . ....:..:.K:::ur:.,:ac.:ng Ler,_g kap ---------------1---CC.2 -1------1------

,___V'-----'-R:...:=ENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR ------------· 
1. Rencana eer.gg_tJ_1_1_a_a�_L!.':lt�� .. modal kerja 

a. 100%
l---1 - -- -6. < fob •i� std 95°,i;

c. < 95 s/d 9Q% 
'--- ------

d. < 90%

- 4 -

5 
4 ---·------- - ............... --1-----1 
3 
2 
1 
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Nb. Unsur yang ·oinila·; Nilai Bobet Skor 
(3 X 41 

1 2 3 4 5 ., 
2. Pro�eksi Raia - rata lama pengembalian pinjaman

' 
5 ' 

'. ------·' ·--· _dan angg,�o-'-'ta'---
a. 3 Bulan ..•. 4 f

Hasil 

b. > 3 s/d 6 Bulan
c. > 6 s/d 12 Bulan
d. > 12 Bulan

') KRITERIA LANCAR 

Total Skvre 

··········-·,..··-····-···'---�

2 
1 

l ; 

. ____ : _________ ; 

1.0CQ 

SANGAT c:�EKOMENDAS: 

1) Tunggakan maksimal 25 ¾ dari angsurar. pokok yang wajib dibayarkan kepa::la KJKS/UJKS
2) Pembiayaan jatuh tempo yang bEelum jatuh tempo

• 5 .
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Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Kcperasi.dan Usaha Keci: dan 
Menen3ah Re;:,ublik Indonesia 
Nomor 06/P;sr/M.KUKM/1/2007 
Tanggal 29 Januari 2G� 7 
Tentang Pelunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Penetapan nama-nama KJKS/UJKS peserta P3KUM Pola Syariah yang diusulkan 
pemerinlai1 kabupaten/kota 

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DINAS/BAOAN ................•................ 
KABUPATEN/KOTA ............................. . 

KEPUTUSAN 
BUPATI/WALIKOTA/KEPALA OINAS/BA:JAN ........ . 

KABUPATEN/KOTA ......................... . 

NOMOR : ......................................... : ...... ::: .. . 

TENTANG 

PENETAPAN NAMA-NAMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT .IASA 
KEUANGAN SYARIAH YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN 

PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH 
HASIL SELE!':SI TA: :UN 2007 

BUPATlrNALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ......... KABUPATEN/KOTA ........................ . 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkof:oh
permcdalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan
koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permodalan
koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempaian
kerja;

b. bahwa upaya perkuatan peimodalan koperasi untuk pengentasan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan
secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif
Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaks.:,naan program dana bergulir
sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Negard Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program
Pembiayaan Proc'uktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola
Syariah.
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M<,ngingat 1. Undang-Undang ·Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No-:nor: 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 3611 );

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor ,;?, Tam!Jahan Lembaran
Negara Tahun 2003 No.nor: 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Yahun 2004 · tentang Perbendaharasn
Negara (Lembaran _Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor ; 104, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor; 4421 );

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oler. Koperasi
(Lembara" Negara RI Tahun 1995 ncmor 19 ; Tambahan Lernbaran
Negara Nomor; 3591 );

7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998
tentang Pernbinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara RI Tahun 1998 Nomor ; 46, Tarnbahan Lernbaran Negara
Nornor; 3743);

8. Peraturan Pernerinlah Nornor 23 T2hun 2005 Ter,i"ng Pengelolaan
Keuangan Sadan Layan?n U;;;urn (Lernbaran· Negara RI Tahun 2005
N011,or; 48, Tambahan Lembaran Negara Nornor; 4502);

9. Keputusan P,esiden Republik !nuonesia Nornor 72 Tahun 2004
Tentang Ferubahan Alas Keputusan Presiden Nornqr 42 Tah1.1n 2002
Tentang Pedornan ·Pelaksanaan Anggs,an Pendapatan Dan Belanja
Negara;

10. Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nornor 62 Tahun 2005 tentang
Perubahan Alas Peraturan Presiden Nornor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Ne!:)ara Republik Indonesia;

11. lnstruksi Presiden Nornor 3 Tahun 2006 tenlang Pake! Kebijakan
Perbaikan lklirn lnvestasi.

12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia i'Jornor 31/KEP/M.KUt<M/IV/2002
tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha
Kecil dan Menengah (RT Jtv'-UKM);

13. Keputusari •.1enteri Kope'rasi don Pengusaha Kecil dan Meneng2h
Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
Peleksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
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Memperhatika.n

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan Yth: 
Gube:nur Provinsi/DI 

14. Peraturan Menteri Keuangan RepublH> Indonesia Nomor 
12/PMK.06/2005 tentang Prndanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;

15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah
Nomor 19.4/Per/M.KUKMNlll/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lemabaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;

16. 

1. Surat Dinas Koperasi & UKM Provinsi/DI .............. , Nomor 
. .................... , tanggal ..................... Perihal 
............................ .................................... TA 2007. 

2. Serita Acara Hasil Seleksi Peserta P3KUM Pola Syariah l A
2007 Nomor ............ , tanggal ...... , Bulan ......... , Tahun ......... . 

3. 

MEMUTUSKAN 

Nama-nama KJKS/UJKS yang diusulKan sebagai Peserta P3KUM 
Pola Syariah Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota..... adalah 
sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini. 

Terhadap KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama 
telah dilakukan seleksi dan memperoleh skor sebagaimana terdapat 
pada kolom 5 lampiran keputusan ini. 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapka11. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 2007 

Bupatil Walikota/Kepala/Badan Din as ........ . 
Kabupaten/Kota ....... . 
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Lampiran Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota ..... 
Nomor ........ . . ....................... .... . . . . .  .

Tanggal .................... . 
Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang diusulkan 
Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah 
Hasil Seleksi Tahun 2007 

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN 
SYARIAH YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF 

KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH 

NO. 

1 

I 

KAB./KOTA 
NAMA 

KOrcRASI 
2 

KAB/KOTA 
· ····· ··· · ·· · · · ········· ·  

1 

2. 

Koperasi 
.. . ······ 

Koperasi 
······· · · ·  

3 Koperasi 
. . . .. .. . .. 

4. ············ ···········

!-lASiL SELEKSI TAHUN 2007 

NOMOR DAN TGL. NILAI 
SADAN HUKUM 

ALAMAT 
SKOR 

3 4 5 

Bupati/Walikota/Kepala Dinas/Badan ....... . 
Kabupaten/Kota ., ..... . 

NIP ........................... . 

I 
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Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/1/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Rerita Acara Hasil Verifikasi Usulan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit 
J2sa Keuangan Syariah Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan Usaha W.ikro (P3KUM) 
Pola Syariah Tahun 2007 Dari Pemerintah Kabup3ten/Kota 

PEMERINTAH PROVINSI/DI/DINAS/B.11.DAN ................... : ........ . 
PROVINS!/!Ji .......... : ........... .

SERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KOPERASI JASA KEUANGAN SY ARIAH/UNIT JASA

KEUANG/IN SYIIRIAH PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH PROVINS! ............... TAHUN 2007 

NOMOR: 

Pad2 hc>ri ini ........ , tar:;igal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di ....... , Kami 
Pemerintah Provinsi/O1/0inas/Badan .... provinsi/DI ...... yang terdiri dari : 

1. Nama

Jabatan
Oiangkat Berdasarkan Keputusan ... .
Nomor ...... ,tanggal.. ..... , Bulan ...... , Tahun ............... . 

2. Nama
NIP
Jabatan
OiaPgkat Berdasarkan Keputusan ... .
Nomor ...... ,tanggal.. ..... , Bulan ...... , Tahun ............... . 

Telah melakukan verifikasi berdasarkan hasil parhitungan penilaian te;hadap ''...... ( ...... ) 
KJKS/UJKS yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota/Dinas/Badan ... : .. Kabupaten/Kota 
........ di wilayah P.rovinsi/01. ..... , berdasarkan syarat yang· ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/Periivl. KUKM/1/2007 dan menetapkan bahwa KJKS/UJKS 
yang dinilai memenuhi syarat adalah sebanyak ..... ( ...... ) KJl<SIUJKS sebagaimana terlampir 
pada Serita Acara ini. 

Demikian Serita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab. 

· · · · · · · · · ·· · · · · · ··· · · · ·· ··· ··· · · · · · ·• ··· · · · · · · ·· · · - · ·· · · · · · · ···· ··· ·· · ··· 

Pemerintah Provinsi/[JI/Dinas/Badan ... ............................................ . 

NIP ........ . NIP ........ . 
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Lar.·1piran 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha t<ecil dan 
Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M_KUKM/1/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Penetapan KJKS/UJKS berdas�,k�n hasil verifikasi Pemerintah Provinsi/OI melalui 
Dina�/Q::Jdar. Provinsi/01 untuk disa�paikan kepada Menteri melalui Deputi. 

KOP PEMERINTAH PR.OVINSI/DI cq_ DINAS __ 
PROVINSI/DI... __ 

KEPUTUSAN 
GUBERNUR cq_ :�EPALA DINAS/BADAN ________ _ 

PROVINSl/0I -------------------------

. NOMOR: ----------------------------------

TENT ANG 

PENETAPAN NAMA-NAMA USULAN KOPERASI KOPERASI JASA KEUANGAN 
SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH SEB/'_GAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN 

PRODUKTIF KOPERi\5I DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH 

Menimbang: 

Mengingat 

a_ 

HASIL VERIFIKASI TAHUN 2007 

GUBERNUR cq_ KEPALA DINAS/BADAl'li -----·-·· 
PROVINSI/DI _______________ ________ _

bahwa daiam ra�gka memberikan kemudahan untuk memperkokoh 
permodalan koperasi serta mengembar.gkan lembaga keuangan 
koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permudalan 
koperasi untuk pengentasa� kemiskinan dan perluasan kesempatan 
k.erja;

b_ bahwa upaya perkuatan rermodalan koperasi untuk pengentasan 
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan 
secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif 
Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah; 

c_ bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir 
sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program 
Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola 
Syariah_ 

1_ Undang-Undang Repu>-,lik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperas"ian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 

2_ Undang-Undang Repu::..:ik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3611 ); 
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3. u,·,dang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nemer 47, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 4355);

"· Ur>dang-undang Nomor 25 Tahun :?004 tentang Perencanaan Nasional 
(!...embaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 4421); 

6. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oiah Koperasi
(Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3591);

7. Peraturan Pemerintah Republik :�donesia Nomor 32 Tahun 1998
tentang Pemb:�aan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara RI Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3743);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004
Tentang Perubahan Alas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
Ten'.::mg Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang
Perubahan Alas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang
Kedudukan. Tugas, Fungsi, Kewe!langan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndor._esia;

11. lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pakef Kebijakan
Perbaikan lklim lnvestasi;

12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP!M.KUKM/IV/2002
tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha
Kecil dan Menengah (RTJM-UKM);

13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

1 A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil; 

1 :,_ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah 
Norlior 19.4/Per/M.KUKMNlll/2006 1entang Organisasi dan Tata Kerja 
Lemabaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Us:aha Mikro, Kecil 
dan Menengah; 
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Memperhatikan 

Menelapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan Yth 

16. Peraturan Menten r...euangan Kepubl1K inuurn:::�•ct 1\lu111u1 

12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil; 

17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kee''. dan Menengah
Nomor 19.4/Per/M.KUKMNlll/2006 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah;

18. 

1. 

2. 

3. 

Surnt Din2s Koperasi & UKl'vi K2bup3ten/Kc:a .............. , 
. .................... , tanggal .................... . 
................................................................ TA 2007; 

Nomor 
Perihal 

"Serita Acara Hasil Verifikasi KJKS/UJKS P2sertc> P3i<UM Pola Syariah 
TA 2007 Nomor ............ , tanggal ...... ,Bulan ......... , Tahun ......... . 

MEMUTUSKAN 

N2ma-nama usulan KJKS/UJKS scbagai Pe�:orta P3KUM Pola Syari2h 
Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota ..... adalah sebagaimana terdapat pada 
lampiran 1 yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

T erhadap KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pad a Diktum Pertama a�.;,i 
diu:;ulkan kepada Kemerits:rian NeQ,:ira Koperasi dan UKM ur,iuk ditetapkan 
sebagai Penerima P3KUM Tahun 2007. 

Keputusan ini l,crlaku paca tanggal ditetapkan. 

Dite!apkan di 
pada tanggal 2007 

Gubernur cq. Kepal2 Dinas Provinsi/0I ....... . 

Dinas Koperasi yang bersangkutan ............................. ; 
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Lampiran Keputusan Gubernur cq. Kepala Oinas/Badan novins11u1 ......... . 
Nomor ..... ./Kep/ .......... ./ ........ ./2007 
Tanggal .................... . 
T entang Penetapan Nama-Nama Usu Ian Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah 
Sebagai Peserta Program PembiayaanProduktif 
Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola 
Syariah Hasil Verifikasi Tahun 2007 

DAFTAR NAMA-NAMA USULAN KOPERASI JASA KEUP.NGAN SYARIAH/l!NIT JASA 
KEUANGAN SYARIAH GALON PESERTA PROGRAM PEM31AYAAN PRODUKrlF KOPE:RASI 

DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYAR!AH 
HASIL VERIFIKASI TAHUN 2007 

·-

!<AB./KOTA NOMOR DAN TGL. NILAI 
NO. NAMA SADAN HUKUM ALAMAT SKOR 

KOPERASI 

i KAB/KOTA 
·························

1 . Koperasi 
. . ........

2. Koperasi
· ····· ···· 

3 Koperasi 
.......... 

4. ·· · · ·· ·• · · ···· ······ ··· 

II 

Kab/koia ... 
' 

1. Koperasi
······· ··· 

2. Kop·erasi
····· ····· 

3 Koperasi 
... .... . . .  

4. ······ ·· · ······· ····· · ·  

Gubernur c4. K'epala Dinas Provinsi/01 ....... . 
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Contoh 

lampiran 5 Peraturan Menter, .. Negara Koperasi dan Usahd t<ecil 
dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 
T anggal 29 Januari 2007 
Tentang · Petunjuk Teknis Program 

Pembiayaan Produktif Koperasi Dan 
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah 

Surat permchonan pencairan dana d3ri pen9orus KJKS/UJKS pesert� prog,2m kepada 
Kuasa Pengguna Angga_ran (KPA) Kement�rian Negara Koperasi da,1 UKM cq. Peiabat 
Pembuat Komitmen (P2K) D�puti Biddng Pembiayaan. 

KOP KJKS/U°JKS ........................... .

NO MOR SADAN HU KUM ........... , TANG GAL SADAN HU KUM ............... . 
ALAMAT ................................ .

Nomor 
Lampiran 
Perihal Permohonan Pencairan Dana 

Kepada Yth. 
Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah 
cq. Pejabat Pembuat Komitmen 

Deputi Bidang Pembiayaan 
di 

Jakarta 

Dengan hormat, 

···················• ·················�!)07

Menunjuk Surat Keputusan Deputi Menteri Negara Kopera�: dan Usaha Kecll dan 
Menengah Bidang Pembiayaa� Ncmor 18/PeriiVl.KUKM!!l/2007 tanggal 21 Februari ,2007 
Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuang:in Syariah / Unii Jasa Keuangan 
Syariah Peserta Program Pernbiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mik:::: (P3KUM) Pola 
Syailah Tahun 2007, kami te.lah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon pencairan dana perkuatan 
dimaksud agar di transfer ke rekening.kami No: .......................... a.n. koperasi ............................ . 
Pada Bank ...................................................... Cabang ............................................. . 

Demi kian agar menjadi maklum atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

Pengurus KJKS/UJKS ..................... . 

Ketua Bendahara 

Mengetanui, 
Kepala Dinas yang membicangi Koperasi dan UKM 

Kaou_paten/Kota ..................... . 

NIP: ...................... . 



KE
MEN

KO
P-

UK
M

Lampiran 6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Ke�il 
dan Menengah Republik Indonesia 
Namer 06/Per/M.KUKM/1/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program 

Pembiayaan Produktif Koperasi Dan 
Usaha Mikro (P3KUMj Pola Syariah 

Con!oh aerita acara penarikan dana o;eh pengurus l<.JKS/UJKS pcserta program yang 
d;ke!ahui Dinas/Badan yang membidangi :<operasi dan UKM Kabupaien/Kota. 

BERITA ACARA 
PENARIKAN DANA PERKUATAN PERMODALAN PROGRAM PEMBIAYAAN 

DRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH TAHUN 2007 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama
Jabatan
Alamat

-------�--------(Kadinaskop Kab/Kota) 

2. Nama
Jabatan
Alamat

3. Nama
Jabatan
Alamat

Nomor Rekening 
Pada Bank 

(Desa/Kec./Kab./Prov .) 

Ketua KJKS/IJ.IKS 
------------------

(Desa/Kec.ll<ab./Prov.) 

Bendahara KJKS/UJKS _____________ _ 

(Desa/Kec./Kab./Prov.) 

___________ otas nama koperasi ______ _ 

Dengan Alamat __________________ _ 

Dengan ini secara bersama-sama telah me!akukan penelitian :

(1) Pengurus KJKS/UJKS ______________ _ yang beralamat di

(Desa/Kel./Kec./Kab./Kota/Prov.) telah siap me!aksanakan Perkuatan Program
Pembiayaan Produktif Kopernsi Dan Usaha Mikra (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2007.

(2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan a.dministratif, maka KJKS/UJKS
berha� menerima dana perkuaian bergulir 

-----------------

po I a syariah sebesar Rp. _____
_ 

�----------� tanpa pajak. 

Dengan telah diterimanya Program Dana Perkuatan ini, maka Pengurus KJKS/UJKS 
bertanggungjawab seperuhnya alas 

_p_e_n-gg-un_a_a_n_d _a _n_a _t_e_rs_e_ b_u_t_ s_e_s_u_a_i _d_?_ng_a_n_P_e_ r-at-u-ra-n Perundangan-Undangan· yang berlaku 
dan Peraturan Menteri Negara, Koperasi dan Usaha kedl dan Menengah Nomor 
06/Per/M.KUKM/1/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Peiunjuk Teirnis Program 
Pembi�yaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah. 

1 
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Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ketl'a 

········· ······ ············· ······ ···· ········ ······· · ·························· ········ 

PENGURUS l<JKS/UJKS ............................................... . 

Matera, 
Rp.6000.DO I ster.1pel 

koµerasi 

Mc��8tahui, 
Kepala Oinas yang membidangi Koperasi dan UKM 

Kabupaten/Kota ...................... . 

NIP ......................................... . 

Bendahara 

2 
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L.ampiran 7 Peraturan Menteri Negara Kop<:rasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Fetunjuk Teknis Program 

Pembiayaan Produktif Koperasi Dan 
Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah 

Coniuh Kuita�si yang dita�datangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KJKS. yang dike!ahui 
cl"h Dinas18adan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membiciangi Koperasi dan 
UKM Kabupaten/Ko:a. 

Sudah terima dari 

Banyaknya uang 

Untuk Pembayaran 

KUITANSI 

Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah 

Perkuatan Permodalan Prugram Pembiayaan Produktif KUM 
untuk Pemberdayaan Usaha Mikro. sesuai Keputusan Deputi 
Menteri Negara Kope,rasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/1112007 Tanggal 21 
Februari 2007 Tentang Penetapan Narna-Nama Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah I Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta 
Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro 
(P3:(UM) Pola Syariah Tahun 2007. 

L..._/_R_P. ___ 7

Ketua 

···· ··· ·· ··········••· ·· ·· · · ·· ···· ······ · · ······ ·· · ·········•··•· ············· ·········· 

Pengurus KJKS .............................................. .. 

Matera, 

Rp. 6000.00 I Stempel 
koperasi 

Mengetahui, 
Kepala Dinas yanp membidangi Koperasi dan UKM 

Kabupaten/Kota ...................... . 

NIP ......................................... . 

Benda hara 
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Conloh Kuilansi yang ditandatangani oleh Kelua, Bendahara dan Manajer UJKS bagi UJKS, 
yang dikelahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi 
Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. 

Sudah terima dari 

8anyaknya uang 

U ntuk Pembayaran 

KUITANSI 

Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan 
Usaha Kec1I dan Menengah 

Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM 
11ntuk PembP.rday;aqn Usaha Mikro, sesuai Keputusan Deputi 
Menteri Negara Koperasi c!ur. Us:;ha Ke:::i! dan Me;:engah 
Bidang Pembiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/II/2007 Tanggal 21 
Februari 2007 Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa 
Keuangan Symiah / Unit Jasa Keu<>ngan Syariah Peserta 
Program Pambiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syadah Tohun 2007. 

L___/_R_P-__ __,,- 7 

Ketua 

... ............... .. .. . . .... . ... . , · · ·· ···· ···· · · ························•··· ·· ··········

Pengurus UJKS .............................................. .. 

Bendahara 

Mengetahui, 

Matera; 

Rp. 6V00,00 I stempel 
koperasi 

Kepala Dinas yang merr.:::dangi Koperasi dan UKM 
Kabupaten/Kota ...................... . 

NIP ......................................... . 

!'vianajer 
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• lampiran 8

Contoh : Profil Koperasi 

: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
t<epublik Indonesia 
Nomor 
Tanggal 

Tenlang 

06/Per/M.KUKM/1/2007 

29 Januari 2007 
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif 

· Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah

PROFIL KJKS/UJKS PESERTA PERKUATAN PERiVIODALAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF 

_KOPERASI DAN USAHA M'.KRO (P3KUM) POLA SYARIAH TAHUN 2007 
PROV!NSI/DI : ............... ,,,. ....... . 

I. DATA KELE'MBAGAAN:
1. Nama KJKS/UJKS
2. Nomor Sadan Hukum
3. Tanggal Badan Hukum
4. Alamat

- Jalan
- Nomor Telepon
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- Propinsi

5. Susunan Pengurus :
- Ketua
� Sekretaris
- Benaahara

6. Susunan Pengawas:
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

7. Manajer:
- Nama Manajer

8. Jumlah Karyawan
9. Jumlah Anggota
10. Jumlah Galon Anggota
11. RAT tahun terakhir

- Tanggal
- Asset

II. DATA l<!=UANGAN
1. Kas
2. Bank
3. Pembiayaan Musyarakah (modal usaha)
4. Pembiav:an Murabahah Uua! beli)
5. _-Pembiayaan Qord (non profit)
6. Pembiayaan ljarah bi Murabahah (sewa belij
7. Pembiayaan Murabahah (modal dagang pasar)
8. Pembiayaan Qordhul Hasan
9. Pembiayaan Dana Bergulir Syariah
1 O. . .................................... (lain-lain) 
11. Aktiva Tetap :

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan
- lnventaris
- Lain-lain

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

orang 
orang 

orang 
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12. Dana-Dana:
- Dana Sosial/ZIS Rp. 
- Dana Pendidikan dan Pelatihan Rp. 
- Dana Titipan Pajak dan Notaris Rp. 
- Dana Pembangunan Perkoperasian Rp. 
- Dana Audit Rp. 
- Dana Wajib KrediUC;:;dangan Resiko Rp. 
- Dana Penyusutan Rp. 
- Dana cadangan Modal Rp. 
- D-ina Cadangan Khusus lnsentif Rp. 

> - Dana Cadangan Keseiahteraan Anggota Rp. 

13. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK):
- Simpanar. Mudharabah Sukarela Rp. 
- Simpanan Mudharabah Berjangka Rp. 

14. Modal Sendiri
- Simpanan Mudharabah Pokok Rp. 
- Simpanan Mudharabah Wajib Rp. 
- Simpanan Mudharabah Penyertaan Rp. 
- Simpanan Mudharabah Sukare!a Rp. 
- Simpanan Mudharabah Berjangka Rp. 

15. Pembiayaan dari Luar :
- Pembiayaan Jangka Pendek Rp. 
- Pembiayaan Jangka Panjang Rp. 
- Pembiayaan Dana Bergulir Syariah Rp. 

16. OmzeUTotal Volume Usaha Rp. 
17. l?embiayaan Mace! Rp. 
18. Pembiayaan Kurang I :ancar Rp. 
19. Pendapatan Operasional Rp. 
20. Beban/Biaya Operasional Rp. 
21. Sisa Bagi Hasil (S. Basil) Bersih Rp. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  , • · · · · · · · · · ·· ··· ·· · ·· 2007 

Pengurus KJKS/UJ!<S ......................... . 

Ketua Sekretaris, 

Catat3n 

Pengisian tormulir a,sesuaikan aengan jenis usahalidyanan yang dilaksanakan 

di masing-masing KJKS/UJKS. 

Benda hara, 
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Liaflll,JICOII ::J 

Contoh: 

�eraturan Menter1 l�t:Hdld ,,v..,c;,ou, VC:11 v;:,011ct r\t::l.11 Udll lVl<:;tlt;.1•:;-.... •• 

Republik Indonesia 
Noll'�r : 06/Per/M.KUKM/1/2007 

Tanggal : 29 Januari 2007 

T entang Petunjuk T eknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan 

Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah 

Rencana penyaluran dana bergulir syariah dari KJKS/UJKS kepada anggotanya, dengan 
dilarnpiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan 
anggota yang bersangkutan. 

f1AFrAR RENCANA PE:NALURAN PEMBIAYAAN KEP/\.DA AMG,�OTA 
PERKUATAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAM USAHA MIKR.O (P3KUM) POLA SYAR!AH 

TAHUN 2007. 

No. 

1 
2 

3 

4 

6 

7 

9 
10 
11 
1 ;1 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 

33 

34 

35 
dst 

Nama Anggota Alamat Lengkap 

Total 

Bidang Usaha 
Jumlah Rencana 

Pembiavaan 

Rp 

Pengurus KJKS/UJKS ............................. . 

Benda hara 
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Conteh 

Lampiran 10 Peraturan "enteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik lndo�osia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/1/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Surat pernyataan bertangyung jawab daci Dinas/Badan yan9 membidangi Kcperasi dan 
UKM KabupateniKota atas nasil seleksi peserta program yang diusulkan ·melalu1 
Dinas/Badan yang membidangi Ko�erasi dan UKM Provinsi. 

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA cq. DINAS ............ . 
KABUPATEN/KOTA ................ .. 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

(Kepala Dinas yang Membidangi K0..,erasi dan UKM) 

: ......... ................. ' ..................................................................................... (Kantor) 

Bertindak untuk dan atas nama Dinas ............................ .. Kabupaten/Kota ............................... . 
menyatakan bertanggung jawab atas kelayakan terhadap KJKS/UJKS yang kami usulf::m ci2'�m 
Perkuatan Permodalan Prograrr; Pembiayaar. ?roduktif Koperasi Dan Llsaha Mikro (P3KUM) Pola 
Syariah T2h,Jn 2006, ;•,mg 1<alah disetujui sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Norr,;;, 18/Per/M.KUKM/II/2007 Ta�ggal 21 
Februari 2007 Tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa KeuanRan Syariah / Unit Jasa 
Keuangan Syoriah Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) 
Pola Syari.;ih Tahun 2007, ualam 1angka pembinaan dan pelaksanaan program sesuai dengan 
Petunjuk Teknis dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan proqram tersebut. 

Me:igetahui 

Kepala Dinas Kopcasi dan UKM 
Provinsi/0I. ....... 

NIP ............ ........... · ..... . 

................................ , ........................................... 2007 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Kabupaten/Kota ..... 

NIP ............................ . 
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Contoh 

Lampiran 11 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/1/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Ten tar.� Petunjuk T eknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Surat kuasa dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Bank pelaksana untuk 
mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir syarian guna dialihkan 
kepada KJKS/UJKS lainnya apabila ternyata KJKS/UJKS peserta tidak dapat rnernenuhi 
kawajiban sebag�i penerima dana bergulir syariah berdasarkan Keputusan Menteri. 

KOP KJKS/UJKS ......... .................. . 
NOMOR SADAN HUKUM ........... , TANGGAL BADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT ................................ . 

SURAT KUASA 

Pada hari ini ........ , tanggal ....... , Bulan ........ , Tahun ....... ( ...... , ...... , ...... ) bertempat di ........... ,
kami yang bertandatangan di bawah ini: 

Jabatan pada KJKS/UJKS 

KTP Nomor 

Alamat 

Dicmgkat Berdas2rkan 
Kepulusan RAT 

. ···············•·············································· ·························· 

. ·································•·······················································

· ························································•································ 

. '

. ························································································· 

: Nomor. .............. langgal ....... Bulan ......... Tahun ........... . 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS/UJKS Nomor Badan 
Hukurn ........................ : ·Alamat ..................................................... sebagai pemilik rekening 
penampungan dana bergulir nomor ............................ dan rekening cadangan pembinaan 
nomor ......... ................... yang terdapat pada Bank ...... dengan ini memberi kuasa kepada : 

Nama 

Jabatan 

Oiangkal Berdasarkan 
Keputusan 

Alamat 

·························································································

........................................................... (6ank Peiaksana) 

: Nomor. .............. tanggal ....... Bulan ......... Tahun ., ......... . 

�- ················ ................................... ············ ................ ·········· 
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KHUSUS 

Untuk dan alas namz pemberi kuasa melakukan tindakan sebagai berikut : 

1 _ Mencairkan Dana Bergulir Baru yang berada pada rekening pengembalian dana bergulir 
dan mengalihkan kepada koperasi lain apabila pemberi kuasa tidak memenuhi syarat 
seb:::,iai peserta program yang ditelapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecii dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk_ 

2_ Mengalihkan dana yang terdapat pada rekening penampungan dana bergulir nomor ______ _ 
kepada koperasi yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah atau Pejabat yang dilur.juk_ 

· Demikian surat kuasa ini dibua! dengan sesungguhnya agar dapat di pergu�akan
sehr1gaimana mestinya_ 

Yang memberi kuasa Yang menerima kuasa 

Meterai 

Rp. 6000,-/ Stempel Koperasi 
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Contoh 

Lampiran 12 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Surat Pernye:taan bersedia dilakukan Pengawasan I Audit oleh Auditor lndependen 
yang ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM atau oleh K::iperasi Jasa Audit. 

KOP KJKS/UJKS ........................... . 
NO!VIOR SADAN HUKUM ........... , TANGGAL SADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT ................................ . 

SURAT PERNYATAAN 
SERSEDIA DILAKUKAN PENGAWASAN / AUDIT 

Yang bertanda tangan di bawah ir.i : 

1. 

2., 

Nama 

Jabatan 

Nama 

Jabatan 

: Ketua 

: Sekretaris 

Berdasarkan Akta Koperasi Nomor .................................... tanggal ............................ bahwa 
dalam rangka Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan l,lsaha 
Mikro (P3KUtv1) Pola Syariah Tahun 2007 rnelalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit 
Jasa Keuangan Syariah, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk dila!wkan 
pengawasan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Provinsi/01, Kementerian Nc;:;:::ra Koperasi dan 
UKM atau Akuntan Publik baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Kementerian 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Ketua 

··················• ·················· 2007

Pengurus Koperasi .................... . 

Materai Rp.6000 I
stempel koperasi 

Mengetahui 
Kepala Dinas Koperasi dan UKtvl 

Ka bu paten/Kata 

NIP ........................ . 

Sekretaris 
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Contoh 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Lampiran 13 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
dan w11;::nengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Surat Pernyataar. Bertanggung jawab dari Pecgurus d�n Pengawas Koperasi dalam 
penggunaan dana 

KOP KJKS/UJKS ......................... .

NOMOR SADAN HUKUM ........... , TANGGAL SADAN HUKUM ............... .

ALAMAT ................................ .

Pernyataan Peserta Perkuatan Permoc!alan 
P3KUM Pola Syariah Tahun 2007 

................... , ................. 2007 

Kepada Yt1·1. 
Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM 
Kabupaten/Kota ..................................................... . 
di,-

SURAT PERNYATAAN 

Bersama ini kami sampaikan bahwa selaku pes::rta Perkuatan Permodalan Program 
Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah T ahun 2007'. kami 
bertanggung ia,·Jab dalam penggunaan dana dan bersedia untuk mematuhi serta melaksanakan 
segala peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku. 

Demikian dan a:as perhatiannya diucapkan terima !<:asih. 

··························-······, ······················································ 

Pengurus UJKS .............................................. . 

Pengawas 

Tembusan Yth.: 

Ketua 

.".�:,terai 
R:J. 6000.00 I stempel 

koperasi 

1. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kec:I dar. Menengah;
2. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provmsi/01.

Bendahara 
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Lampiran 14 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/1/2007 
T anggal 29 Januari 2007 
Ten tang Petunjuk T eknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan E'a�k Pelaksana. 

PERJANJIAN KERJASAMA 

KOPERASI / KJKS / UJKS .............................. . 

DENGAN 

PT. BANK ..... , ............. CAB ANG .................. . 

DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN PERKUATAN PERMODALAN PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF 
KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM).)"OLA SYARIAH

NOMOR. .............................. . 

NOMOR ............................... . 

Pada hari ini ......... tanggal ...... bulan .......... tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan 
dib;;�·:ah ini : 

1. Koperasi/KJKS/UJKS ................................................... dalam hal ir,i diwakili oleh 
..................................... (Ketua) bertindak untuk dan atas nama 

Koperasi/KJKS/UJKS .................................................. berdasarkan Akta Koperasi Nomor 
.................................................. tang gal .................................................. beralamat di. 

(Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi), Selanjutnya da!am Perjarjian kerjasama ini 
disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. PT Bank ................... Ca bang .................................................. dalam hal ini diwakili oleh 
.................................................. (Kepala Kantor Cabang PT. Bank ...... ............. Cabang 
.................................................. �erala�at di Jalan 
.. : .............................. ................ bertindak untuk dan atas nama PT Bank .................. . 
Cabang .................................................. berdasarkan Surat Keputusan Oireksi PT Bank 
...... . .. .. .... ... . Nomor .................................................. tanggal .................... tahun 
.................. selanjutnya dalarr: pe�anjian kerjasama ini disebut sebagai PIH/\K KEDUA. 

1 
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Dengan ini KEDUA BEL.AH PIHAK menyatakan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama 
dalam rangka pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) 
Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro TA.2007, dengan berlandaskan: 

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 06/Per/M.KUKM/!/2007, tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Program
Pembiayaan Produk!if Koperasi Dan Usaha Mik,o (P3KUM) Pola Syariah.

2. Keputusan Deputi Menieri Negara Koperasi dan Usaha Kccil dan Menengah Bidang
Pembiayaan Namur 18/Per/M.KUKM/II/2007, ianggai 21 Februari 2007 tentang Penetapan
Nama-nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah· I Unit Jasa Keuangan Syariah Peserta
Program Pembiayaan Produktif· Kope;asi dan Usah9 Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun
2007.

3. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
dengan PT. Bank ...... ............. Nomor .......................... ............................ tan9gal 
...................... 2007 tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan 
Usaha Mikro Pola Syariah. 

Untuk itu KEDUA PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dengan ketentuan sebagai 
beriku:: 

Pasal 1 
PENGERTIAN 

•i. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah 
yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah, yang dilakukan 
dalam bentuk perkuatan permcdalan Koperasi Jasa Keuangar. Syariah / Unit Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usrina mikro anggota koperasi 
dengan menggunakan dana ber9:..:ir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan 
memperluas kesempatan ka,;a. 

2. Petunjuk Teknis adalah panduan secar;; teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Negara i<operasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Par/M.KUKM/1/2007,
tanggal 29 ,lanuari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi
dan Usaha Mikro (P3KIJM) Pola Syariah.

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan
pola bagi hasil (syariah).

4. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit kegiatan koperasi
y;cing bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan sirnpanan, sesuai dengan pola
bagi hasi! (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan
ciikelola secara otonom.

5. Dana Bargulir Syariah selanjutnya disebut DBS, adalah dana yang berasai dari
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Keci' dan Menengah yang digulirkan
me�urut prinsip bagi hasil diantara KJKS/UJKS dan atau anggota KJKS/UJKS terpilih.

, � 

6. Rekening Penampungan DBS yang sel:mjutnya disebut rekening penampungan DBS
adalah rekening ycing harus disediakan oleh bank pelaksana atas nama KJKS/UJKS
peserta proyfam untuk menampung transfer DBS, angsuran pokok DBS, dar, bagi hasil
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7. KJKS peserta program adalah KJKS yang telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh
Dinas/Badan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, Provinsi/DI dan Pusat yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

8. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh dan ditunjuk Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan DBS kepada KJKS/UJKS terpilih, dan
menampung angsuran pengembalian DBS tersebut d:ari KJKS/UJKS yang ber£angkuta!l.

9. Tenaga Pendarnpang adalah petugas yang ditunjuk o:eh Bank Pelaksana dan mendapat
tugas untuk memberi�an advokasi dan fasilitasi usaha kepada KJKS/UJKS.

Pasal2 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama
dalam rangka pelaksanaan Program.

(2) Tujuan kerjasama ini adalah �;,tuk mensukseskan program yang meliputi: penyaluran dan
penggunaan dana, pembir.aan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan dan
anatisis pemanfaatan dana bergulir.

Pasal 3 

SASARAN 

a. Tersalurnya Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM bagi PIHAK
PERTAMA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya disalurkan
kepada usaha mikro dan kecil anggota koperasi sesuai dengan kelayakan usahanya.

b. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro dan keci 1 ,,ar,9 melakukan aktivitas
menc1ptakan nilai tambah atau processing produk, metalui penambahan modal kerja yang
disalurkan PIHAK PERTAMA.

c. Terlaksanc1nya perkuatan struktur keuangan Pl:-lAK PERTAMA sehingga terwujud 5
sukses yaitu: sukses penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian, · serta terwujudnya
peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Pasa\4 
HAK DAN KEWAJIBAN 

(1) PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban untuk:

a. Membuka rekening penampungan pada Bank Pelaksana.

b. Melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan jasa keuangan syariah.

c. Mengelola dana perkuatan modal usaha dalam bentuk kegiatan usaha berbasis
syariah kepada anggota._

d. Membina usaha anggota dan melakukan supervisi terhadap pembiayaan yang telah
diberikan.
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e. Bagi hasil alas keunlungan 60% (enam puluh perseralus) unluk koperasi dan 40%
(empal puluh perseralus) bagi Bank Pelaksana yang didislribusikan unluk
adminislrasi, pengawasan, dan pembinaan koperasi sebesar 30% (liga puluh per
seralus) dan 10% (sept1h1h per seratus) unluk Cadangan Penghapusan Piulang
(CPP).

f. Mengangsur 10% per lahun dari Pokok Banluan DBS maksir.1al sel'lma 10
(sepuluh) lahun, yang diselor pada rekening penampungan angsuran pokok.

g. Mernberikan laporan mengenai perkembangan penyaluran banluan perkualan
permodalan Progra;)"! Pembiayaan Produklif KUM kepada PIHAK KEDUA, dan Tim
P�laksan,i CBS Pusal, Provinsi/DI, dan Kabupalen/Kota setiap bulannya maupun
pad a saal diperlukan.

(2) PIHAK KEDUA mem[(iki hak dan kewajiban unluk :

a. Penyaluran dana

\ b .. • 

1) Membukukan dana perkualan Permodalan Program Pembiayaan Produklif
KUM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung
kepada rekening penampungan banluan dana bergulir PIHAK PERT AMA.

2) Menyalurkan dana bantuan perkualan modal usaha alas permintaan
pencairan pemef]ang rekening penampungan banluan dana bergulir PIHAK
PERT AMA yang dilampiri daflar usu Ian kebutuhan anggota sesuai ketenluan
yang dialur dalam Petunjuk Teknis.

Pembinaan dan Pemanlauan/Pengawasan/Evaluasi 

1) Me;nberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha dan melakukan
pemanlauan serta pengawasan dan pembinaan atas pemanfaalan
perkualan Permodalan Program Pembiayaa,; Produklif KUM kepada PIH.Al<
PERTAMA secara berkala sekurang-kurangnya 1 (salu) kali dalam• 3 (!iga)
bulan setelah melaksanakan penyaluran perkuatan Permodalan P3KUM
Poid Syariah.

2) Melakukan evaluasi/penilaian atas - kinerja pengelolaan usaha PIHAK
PERT AMA secara bulanan, triwulanan dan lahu:ian.

3) Menyampaikan laporan hasil evaluasi/penilaian alas kinerja pengelolaan
usaha PIHAK PERTAMA secara bulano:i, lriwulanan dan lahunan kepada
Tim Pelaksana DBS Pusat.

4) Menyampaikan laporan triwulanan dan lahunan kepada Tim Peiaksana DBS
Pusal dengan cakupan laporan yailu analisis singkal, penilaian kinerja,
hambatan dan permasalahan yang dihadapi si,na sara11/upaya
pen ,E�ah;,nnya.

Pasal 5 
PENGALIHAN DANA BERGULIR 

tlilamana dalam waklu 1-10 lahutJ penge!olaan perkualan Permodalan Program Pembiayaan 
Produklif KUM lersebul rne11unjukkan kinerja tidak baik, dana bergulir lersebul akan dialihka:i dari 
PiHAK PERTAMA kepada KJKS/UJKS lainnya yang ditelapkan berdasarkan Peraluran Menleri 
Negara Koperasi dan Usaha l<Ecil dan Menengah. Kinerja koperasi dilElapkan dengan mengacu 
p.ida hasil laporan dan ana!isis dari Bank Pelaksana. 
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1. 

Pasal 6 

PENUTUP 

Ap2':>ila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kerjas;:ima ini, kedua belah 
pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya. 

Kerjasama ini berlaku selama 10 (sepuluh) iahun sejak tanggal ditandatangani kerjasama ini 
<fan apabiia disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang. 

PIHAK PERTAMA · PIHAK KEDUA

Materai 
Rp.6000.00 I 

sterr.pel koperasi 

Mengetahui, 
DINAS KOPERASI DAN UKM 

KABUPATEN/KOTA ....................................... . 

. . .. . - . --· ... . ...... . .... . . . . .. . 

NIP ............................... . 
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Pasal6 
PENUTUP 

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah
pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya. 

2. Kerjasama ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal di:;:;;;datangani kerjasama ini
dan cSpabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA 
Materai 

Rp.6000,00 

Mengetahui, 
DINAS KOPERASI DAN UKM 

PIHAKKEDUA 

KABUPATEN/KOTA ....................................... . 

·· · · · ······· · ··· · · ···· · · · ··· · ··· 

NIP ............................... . 
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Contoh 

Lampiran 15 . Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci\ 
dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/1/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program 

Pembiayaan Produktif Koperasi Dan 
Usaha Mikro (P3KU M) Pola Syariah 

Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pe;aksana untuk Pencairan OBS. 

SURAT KUASA 

Pad a hari ini, .............. tanggal ............. bular. ......... ........... tc<hun du:a rib11 tujuh ( ... ./ 
..... ./ 2007) di .......................... . 
Yang bertanda tangan dibawah ini: .· 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ........................................................ dalam ha! ini 
diwakili oleh ..................................... (Ketua Koperasi / KJKS .................... : ......... ) d:in 
............................... (Bendahara KJKS ..................... ) bertindak unluk dan alas nama 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ................................. oerdasarkan Badan 
Hukum Koperasi Nomor . . . . .. .. . .. . . .. . .. la,;ggal .................. , yang beralamal di 
.................... (desa, kec, kab/kola, prov) sebagai pemegang Rekening Penampungan Dana 
Bergulir KJKS ............................ , Nomor Rekening ... ............................... dan Rekcning 
Penampungan Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah KJKS ....................... Nomor Rekening 
... . . . ... .. . . .. ... . .. .. . ... . .. . . . dalam h2I mana Rekening-rekening dimaksud dibuka pada Bank 
... '. ............. : ...... Cabang ..................... , selanjulnya disebul PEMBER! KUASA.

Dengan :ni memberi kuasa kepada 

1. Ora. Ai Darukiah, MM, Asislen Deputi Uwsan Pengembangan dan Pengendalian
Simpan Pinjam pada Deputi Ridang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan CJsaha
Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak untuk dan alas :-iama Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil r.,m Menengah, selanjutnya disebut PENERIMA KUASA
PERTAMA.

2. ............................ (nama), ......................... Qabatan) pa<:la Bank .......................... . 
Cabang ......................... yang dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Bank 
............................ yang berdasarkan Surat Kepulusan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Nomor ........ ./Per/M.KUKM/ ..... /2007 tanggal ............ 2007 
tentang Penetapan Bank Pelaksana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan 
Usc1ha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahun 2001, selanjutnya disebut PENERIMA 
KUASA KED:.JA. 

=======================KHUSUS====================== 

PENERIMA KLJASA PERTAMA memerintahkan kepada PENERIMA KUASA KEDUA untuk 
melaksanaKan 

a. Perintah pembeku,rn Rekening Penampungan Dana Bergulir Syariah KJi<S
. .......................... atas nama PEMBER! KUASA, apabila sete!ah 6 (enam) bula,·,
sejak dana ini berada dalarr. Rekening tersebul lidak dapat <:licairkan oleh
PEMBER I KUASA, maka akan ditetapkan lebih lanjut old; Deputi Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan.
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b. ·· Perintah pendebetan Rekening Penampungan Bagi H2sil Da,ia Bergulir Syariah
KJKS alas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan pembayaran jasa 
pembinaan bank, dana tanggung renteng penjaminan, monitoring dan eva1uasi, 
biaya operasional, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, auditing, 
bimbingan dan pengawasan. 

c. Perintah pendebetan Penampungan Pengembalian Pokok Dana Bergulir Syariah
KJKS atas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan pergguliran kepada KJKS
lainnya.

PENERIMA KUASA KEOUA melaksanakan perintah'PENERIMA KUASA PER"TAMA dan 
melaporkannya kepada PENERIM/;\ KUAS� PERTAMA dan PEMBERI KUASA. 

Surat Kuasa ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan Surat Kuasa 
ini berakhir secara otomatis apabila PEMBERI KUASA telah menyelesaikan Program 
Perkuatan Dana Bergulir Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Tahun 2C07. 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

PEMBERI KUASA 

KETUA KOP .................. . 

.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

PENERIMA KU ASA PERT AMA 

Ora. Ai Darukiah, MM 

BENDAHARA KOP ............. . 

Materai 
Rp.600G,00 I stempe/ 

koperasi 

PENERIMA KUASA KEDUA 

2 



KE
MEN

KO
P-

UK
M

b. Perintah pendebetan Rekening Penampungan Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah
KJKS atas nama PEMBER! KUASA untuk keperluan pembayaran jasa
pembinaan bank, dana tanggung renteng penjaminan, monitoring dan evaluasi,
biaya operasional, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, auditing,
bimbingan dan pengawasan.

c. f--'erintah pendebetan Penampungan Pengembalian Pokok Dana Bergulir Syariah
KJKS alas nama PEMBER! KUASA untuk kepcrluan pergguliran kepada KJKS
lainnya.

PENERIMA KuASA KEDUA melaksanakan peri,1iah·PENERIMA KUASA PEHTAMA dan 
melaporkannya kepada PENERIMA KUASA PERTAMA dan PEMBER! KUASA. 

. 
. 

Surat Kuasa ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan Surat Kuasa 
ini berakhir secara otomatis apabila PEMBER! KUASA telah menye!esaikan Program 
Perkuatan Dana Bergulir Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Tahun 2007. 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

PEMBERIKUASA 

KETUA KOP ........... ,,,, ... . 

PENERIMA KUASA PERTAMA 

Materai 

Rp.6000,00 

Ora. Ai uarukiuh, Mfvi 

BENDAHARA KOP ............. . 

PENF.RIMA KUASA KEDUA 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · ·.· · · ·  
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b. Perintah pendebetan Rekening Penampungan Bagi Hasil 3ana Bergulir Syariah
KJKS alas nama PEMBERI KUASA untuk keperluan pembayaran jasa
pembinaan bank, dana tanggung renteng penjaminan, monitoring dan evaluasi,
biaya operasional, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, auditing,
bimbingan dan pengawasan.

c. Perintah pendebetan Penampungan Pengembalian Poko!< Dana Bergulir Syariah
KJKS alas nama PEMBERi KUASA untuk ke,perluan pergguliran kepada KJKS
lainnya.

PENERIMA KUAS:\ KEDUA melaksanakan perintah PENERIMA KUASA PERTAMA dan 
melaporka_nnya kepada PENERIMA KUASA PERT AMA dan PEMBERI KUASA. 

Surat Kuasa ini dibuat rangkap 3 (tiga), masin9-masing bermeterai cukup dan Surat Kuasa 
ini berakhir secara otomatis apabila PcMBERI KLJ.1,SA telah menyelesaikan Program 
Perkuatan Dana Bergulir Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Tahun 2007. 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

PEMBERI KUASA 

KETUA KOP .................. . 

PENERIMA KUASA PF:RTAMA 

Dra. Ai Darukiah, MM 

BENDAHARA KOP ............. . 

. .................................... ) 

PENERIMA KUASA KEDUA 

Materai 
Rp.6000.00 
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Conteh 

Lampiran 16 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia 
Nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 
Tanggal 29 Januari 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan 

Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro 
(P3KUM) Pola Syariah 

Surat pe,ciohonan pencairan dana dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada 
Bank Pelaksana setempat. 

KOP KJKS/UJKS ......... : ................. . 
NOMOR BADAN HU}<UM ........ : .. , TANGGAL BADAN HUKUM ............... . 

ALAMAT ................................ . 

................... , ................. 2007 Nomor 
Lampiran 
Perihal Permohonan Pencairan Dana 

Kepada Yth. 
Bank Muamalat !ndonesia/Bank Syariah Mandiri *) 
Cabang Provinsi/Kabupaten/Kota *) 
JI.. ........... . 

di 

Dengan hormat, 

Menunjuk Surat Keputusan �eputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
ivienengah Bidang Pemhiayaan Nomor 18/Per/M.KUKM/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 Tentang 
Penetapan Nama-Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuanga,1 Syariah Peserta 
Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Tahu,1 2007, 
kami telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di alas, maka kami mohon pencairan dana perkuatan 
dimaksud untuk tahap 1> .•.•. agar dapat di realisasikan sesuai dengan rencana penyaluran dari 
Koperasi kepada anggota (terlampir). 

Catatan: 

Demikian agar menjadi maklum etas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

Ketua 

Pengurus KJKS/UJKS ..................... . 

Bendahara 

Mengetahui. 
Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM 

Kabupaten/Kota ........................ *) 
Jabatan ......... (sebutkan dengan jelas) 

NIP: ...................... . 

1) Khusus untuk koperasi yang berada pada daerah dengan jarak tempuhnya dengan bank pelaksana sulit dijangkau,
pencairan dana dapal dicairkan langsung/sekaligus sepanjang Dinas Kopererasi dan UKM perr:bina menyetujuinya.

") Corel yang tidak perlu 




